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PUTUSAN 

Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Kmn 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara pada 

tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara 

Cerai Gugat antara: 

Dahlia Al Katiri binti Samsudin Al Katiri, NIK  9203016102880002, tempat dan 

tanggal lahir Selagur, 21 Februari 1988, agama Islam, pendidikan 

Starta Satu (S1), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di 

Jalan Utarum Air Merah, RT 021, RW 004, Kelurahan Krooy, Distrik 

Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, No handphone 

085236402092, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan 

alamat email: dahliaalkatiri88@gmail.com, sebagai Penggugat; 

melawan 

Pikal Umar bin Niko Umar, NIK  9203010402880001, tempat dan tanggal lahir 

Gorontalo, 4 Februari 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah 

Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada 

Lembaga Permasyarakatan Kelas II Fakfak, tempat kediaman di 

Jalan Pasir Kompleks Maduraja, RT 005, RW 000, Kelurahan Wosi, 

Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi 

Papua Barat, sebagai Tergugat;  

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di muka sidang;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Agustus 2021 telah 

mengajukan gugatan Cerai Gugat secara elektronik yang telah terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana, dengan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Kmn, 

tanggal 2 Agustus 2021,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 

09 Januari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/1/2013 tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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09 Januari 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana, 

Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat; 

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan 

Pattimura, RT 019 RW 000, Kelurahan Fakfak Selatan, Kecamatan Fakfak, 

Kabupaten Fakfak, kemudian pada tahun 2021, Penggugat pindah ke Jalan 

Utarum Air Merah, RT 021/RW 004, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, 

Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sampai sekarang; 

3. Bahwa sejak tanggal 15 Juli 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat 

dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan antara lain:  

a. Bahwa Tergugat telah membohongi Penggugat selama 3 tahun terkait hutang 

untuk berjudi; 

b. Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat selama 10 bulan 

lamanya; 

c. Bahwa Tergugat tidak bisa memberikan keturunan kepada Penggugat; 

d. Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang kasar terhadap Penggugat; 

4. Bahwa karena pertengkaran tersebut, pada pada tanggal 2 Oktober 2020, 

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan saat ini sudah tidak tinggal 

bersama lagi selama 10 Bulan; 

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh 

Keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil; 

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan 

Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan 

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah 

sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak 

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan 

terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan  Penggugat  

dengan  Tergugat; 

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini 

berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan 

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

PRIMER : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pikal Umar bin Niko Umar), 

terhadap Penggugat (Dahlia Al Katiri binti Samsudin Al Katiri); 

3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

SUBSIDER: 

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang 

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke 

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, 

meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 18 Agustus 2021 dibacakan 

di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak 

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan 

yang sah; 

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti berupa: 

A. Surat 

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/I/2013, tanggal 9 Januari 2013 yang 

diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana, Kabupaten 

Kaimana, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup 

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua 

Majelis diparaf dan diberi tanda P; 

B. Saksi: 

1. Hasni Al Katiri binti Samsudin Al Katiri, umur 41 tahun, agama Islam, 

pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Penjual Kayu, bertempat 

tinggal di Jalan Utarum Air Merah RT 021 RW 004, Kelurahan Krooy, Distrik 

Kaimana, Kabupaten Kaimana, Papua Barat, di bawah sumpah menerangkan 

yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan 

Pattimura, RT 019 RW 000, Kelurahan Fakfak Selatan, Kecamatan Fakfak, 

Disclaimer
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Kabupaten Fakfak, kemudian pada tahun 2021, Penggugat pindah ke 

Jalan Utarum Air Merah, RT 021/RW 004, Kelurahan Krooy, Distrik 

Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan; 

- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang 

disebabkan, Tergugat mempunyai utang yang banyak sehingga membuat 

Penggugat harus melunasinya; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat 

telah pergi sejak bulan Oktober 2020 dan tidak pernah Kembali lagi, dan di 

tahun 2021 Penggugat pindah ke Kaimana sampai dengan sekarang; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh 

keluarga, namun tidak berhasil; 

2. Rahmita Rumalutur binti Muhammad Rumalutur, umur 28 tahun, agama Islam, 

pendidikan Diploma III Kebidanan, Tenaga Kontrak (Bidan) UPTD Puskesmas 

Bofuwer, bertempat tinggal di Jalan Coa, Kampung Coa, RT 001, RW 000, 

Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Papua Barat, di bawah sumpah 

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan 

Pattimura, RT 019 RW 000, Kelurahan Fakfak Selatan, Kecamatan Fakfak, 

Kabupaten Fakfak, kemudian pada tahun 2021, Penggugat pindah ke 

Jalan Utarum Air Merah, RT 021/RW 004, Kelurahan Krooy, Distrik 

Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan; 

- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang 

disebabkan, Tergugat mempunyai utang yang banyak sehingga membuat 

Penggugat harus melunasinya; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat 

telah pergi sejak bulan Oktober 2020 dan tidak pernah Kembali lagi, dan di 

tahun 2021 Penggugat pindah ke Kaimana sampai dengan sekarang; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh 

keluarga, namun tidak berhasil; 
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Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya 

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang; 

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana  terurai di atas; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

kuasanya, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 18 Agustus 2021 

yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, 

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh 

suatu alasan yang sah; 

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan 

tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus 

diperiksa secara verstek; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg 

(Reglemen Biuten Govesten) putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat 

dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu 

majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, Penggugat telah 

mengajukan bukti surat P; 

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan 

akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut 

menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan 

pada tanggal 9 Januari 2013 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik 

Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sehingga bukti tersebut telah 

memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg (Reglemen Biuten Govesten) juncto 

Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 2,3,4,5, dan 6, 

Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;  
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Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, serta 

tidak ada hubungan darah dalam garis lurus/semenda/pekerjaan dengan Penggugat 

dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah menurut agama yang 

dianutnya terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur 

dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg (Reglemen Biuten Govesten) juncto Pasal 

1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat sebagaimana yang 

diuraikan pada duduk perkara adalah fakta yang  dilihat dan dialami sendiri serta 

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu, 

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur 

dalam Pasal 308 R.Bg (Reglemen Biuten Govesten) sehingga keterangan saksi 

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat sebagaimana yang 

diuraikan pada duduk perkara adalah fakta yang  dilihat dan dialami sendiri serta 

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu, 

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana  telah diatur 

dalam Pasal 308 R.Bg (Reglemen Biuten Govesten) sehingga keterangan  saksi 

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian 

dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu, keterangan dua orang saksi 

tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg (Reglemen Biuten Govesten) 

juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1, dan Saksi 2 Penggugat 

telah terbukti fakta sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal  

09 Januari 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana, 

Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat; 

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman 

bersama terakhir di Jalan Pattimura, RT 019 RW 000, Kelurahan Fakfak Selatan, 

Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, kemudian pada tahun 2021, Penggugat 

pindah ke Jalan Utarum Air Merah, RT 021/RW 004, Kelurahan Krooy, Distrik 

Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat; 

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan; 

4. Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang 

disebabkan, Tergugat mempunyai utang; 
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5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat telah 

pergi sejak bulan Oktober 2020 dan tidak pernah Kembali lagi, dan di tahun 2021 

Penggugat pindah ke Kaimana sampai dengan sekarang; 

6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah dari kediaman bersama 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan 

fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah 

bercerai; 

2. Bahwa sejak bulan Juli 2019, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar yang 

disebabkan Tergugat suka berutang, puncaknya pada bulan Oktober 2020 

sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;  

3. Bahwa sudah tidak ada upaya untuk saling menyambung komunikasi secara rutin 

baik secara langsung maupun melalui saluran elektronik antara Penggugat 

dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  junctis Pasal 19 huruf f 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah cukup menjelaskan 

mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta Majelis Hakim juga 

telah mendengar keterangan dari pihak keluarga Penggugat, sehingga telah 

memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas 

dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat 

mengenai talak satu bain sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf c 

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka 

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 

biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; 
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Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum 

Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap sidang tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;   

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pikal Umar bin Niko Umar), 

terhadap Penggugat (Dahlia Al Katiri binti Samsudin Al Katiri); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 

Rp713.000,00 (tujuh ratus tiga belas ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2021 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami sebagai  Hakim 

Tunggal Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., putusan tersebut diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu 

oleh  Novia Dwi Kusumawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh 

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;  

Hakim tunggal, 

 

 

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H. 

 

 Panitera Pengganti, 

 

 

Novia Dwi Kusumawati, S.H. 

 
Perincian biaya perkara: 
  1.   Pendaftaran   Rp30.000,00  
  2.   Proses  Rp50.000,00  
  2.   Penggandaan Berkas   Rp35.000,00  
  3.  Panggilan Tergugat Rp558.000,00 
  4.   PNBP Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat  Rp20.000,00  
  5.   Redaksi   Rp10.000,00  
  6.   Meterai   Rp10.000,00  

    Jumlah Rp713.000,00 
    (tujuh ratus tiga belas ribu rupiah)  
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